WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR :
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat :

KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar
Tahun 2025-2045;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
1822 );

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa ali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa ali terakhir demngan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir .dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Tahun 2018
Nomeor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tfentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor-6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah -diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomer 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);



18.

19,

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor .....
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ....,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor ....);

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015

23.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2015, Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 8);



Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKHAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA

MAKASSAR TAHUN 2025-2045.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1.

Rl Sl

Daerah adalah Keta Makassar.

Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut azgas-otonomi.dan Tugas Pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut DBappeda adalah Badan
Perencanaan Pernbangunan Daerah Kota Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN
adalah perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 {dua puluh) tahun.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

3)

Rencana Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2025-
2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 {dua puluh).

Rencana Pembangunan dJangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periede 5
(lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjuinya disingkat
RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum
dari Kota Makassar, yang mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana
Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu} tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen
perencanaan PD untuk periede 1 {(satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan
pembangunan daerah yang merupakan penjabaran
dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah dan -disusun
dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi
Sulawesi Selatan dan RTRW.

Sasaran pokok pembangunan Daerah memuat
indikator dan target kinerja pembangunan yang harus
dicapai pada setiap tahapan periode RPJMD.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan
program calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.



(1)

(2)

(2)

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
prioritas pembangunan yang dituangkan pada
pentahapan per periode RPJMD yang merupakan
penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali
Kota

b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah

c. pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun
RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan.

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder

dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah

Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan

jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

BAB I
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

Dekumen RPJPD -disusun dengan sistematika:

BABI : Pendahuluan;

BABIl : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BABIII : Permasalahan dan Isu-isu Strategis
Daerah;

BAB IV : Visi dan Misi Daerah;

BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;

BAB VI : Penutup.

Isi dan wuraian sistematika RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

)
@)

(3)

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH

Pasal 5
RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)

-dapat dilakukan perubahan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan terjadi
perubahan yang mendasar.

b. perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud
pada huruf a, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, ganguan keamanan, pemekaran daerah,
atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) tidak dapat -dilakukan apabila sisa masa berlaku

RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. ‘

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan
perubahan Renstra.

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Xota dan Wakil Wali Kota melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perencanaan pembangunan
daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan Dberpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

{1} Ketentuan mengenai RPJMD yang felah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

(2} RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu} tahun
sejak dinndangkannya Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Keota ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

FIRMAN HAMID PAGARRA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ..
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kota Makassar upaya untuk menentukan arah
pembangunan daerah mencapai tujuan, upaya ini diwujudkan dengan
menyusun perencanaan -daerah secara khusus peremcanaan jangka
panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu dua puluh tahun.

Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah
untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah
Kota Makkassar yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah telah berakhir masa keberlakuan atau daya
gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk
dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Dalam Perda tersebut salah satu aspek perubahan dari Perda
terdahulu ialah memberikan penecgasan bahwa untuk penentuan arah
pembangungan jangka waktu 2025-2045 wajib untuk didasarkan pada
dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan -
daerah tersebut.

H. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

LCukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
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Cukup jelas.

Pasal .6
Cukup jelas.

Pasal 7
LCukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ...



